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KEMENKEU. Penetapan Barang Ekspor yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 /PMK.010/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR

YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor
yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, telah
ditetapkan jenis-jenis barang ekspor yang dikenakan bea
keluar dan tarif bea keluar;

bahwa untuk mendukung hilirisasi produk mineral hasil
pengolahan di dalam negeri, perlu melakukan perubahan
terhadap ketentuan mengenai tarif bea keluar atas
barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk
hasil pengolahan mineral logam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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Mengingat

Menetapkan

13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor

yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4886);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor
yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 11
diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Jenis barang ekspor berupa produk hasil
pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, tercantum dalam
Lampiran [ huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif
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Bea Keluar.
Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa
produk hasil pengolahan mineral logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuagan
Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif
Bea Keluar.
Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa
produk hasil pengolahan mineral logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku
sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
energi dan sumber daya mineral.

Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk hasil

pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), didasarkan atas kemajuan fisik
pembangunan fasilitas pemurnian.

Tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas

pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

a. tahap I, dalam hal tingkat kemajuan fisik
pembangunan sampai dengan 30% (tiga puluh
persen) dari total pembangunan;

b. tahap II, dalam hal tingkat kemajuan fisik
pembangunan lebih dari 30% (tiga puluh
persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)
dari total pembangunan; dan

c. tahap III, dalam hal tingkat kemajuan fisik
pembangunan lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari total pembangunan.

Tahapan kemajuan fisik pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam

rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang energi dan sumber daya mineral.
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(7) Tahapan kemajuan fisik pembangunan yang
tercantum dalam rekomendasi ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dicantumkan dalam surat
persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan dan menjadi dasar dalam

pengenaan tarif Bea Keluar.

Ketentuan Lampiran II huruf F sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri
Keuagan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(5) dan Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang ekspor yang dokumen pemberitahuan pabean
ekspornya telah mendapatkan nomor dan tanggal
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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